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MOTTO 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya’’ 

(QS. Al-Baqarah : 286) 

 

“pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian 

dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”  

(Thomas Szasz-psikiater asal Hungaria) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di 

berbagai bidang fisik maupun mental spiritual. Salah satu tujuan dari pembangunan 

nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai 

dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut 

di perlukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang 

ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan 

penting dalam pembangunan nasional, yaitu melalui peningkatan peranan lembaga-

lembaga ekonomi baik swasta maupun perintah. Dalam hal ini peran Badan 

Pendapatan Daerah sebagai unsur organisasi administratif pemerintah sangatlah 

penting yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga 

daerah dalam bidang pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dikatakan 

sebagai pendapatan daerah adalah melalui pembayaran pajak. 

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah Kabupaten, 

dilaksankan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah hal ini 

berdasarkan pada Peraturan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 

3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Salah satu prioritas pembayaran pajak adalah 

untuk pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dan 

diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan 

pembangunan antar daerah, antar Pedesaan, dan Perkotaan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan penanganan dan pemungutan pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dari yang semula sebagai pajak  pusat dan pajak Provinsi. 

Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang 
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pembiayaan penyelenggaaan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di 

Kabupaten Jember sehingga untuk pencapaian tujuannya di perlukan langkah-

langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak tersebut. 

Sektor pajak dalam pembangunan nasional sangat penting, maka diperlukan 

sistem administrasi yang baik dalam pengelolaan pajak, misalnya Pajak Bumi dan 

Bangunan yang merupakan salah satu sub sektor pajak yang pelaksanaannya juga 

memerlukan sistem administrasi yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek KerjaNyata 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja nyata: 

a. untuk mengetahui dan memahami prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember; dan 

b. untuk membantu pelaksanaan administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegunaan praktek kerja nyata ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara langsung 

pada lingkungan kerja dan masyarakat. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh 

gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jember.
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1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan atau 

144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 17 februari sampai dengan 17 

maret 2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma 

III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Senin s/d Jumat : 07.30 - 15.00 WIB 

Istirahat  : 12.00 - 13.00 WIB (Senin - Kamis) 

    :11.30 - 13.00 WIB (Jumat) 

Sabtu s/d Minggu : Libur 

1.3.3 Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan 

perencanaan waktu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu Ke- 

Jumlah 

Jam 

1 2 3 4  

1 Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang 

terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur 

PKN 

X    

10 

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 
X    

10 

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
X X   

20 

4 Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan 

informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN 
 X X X 

30 

5 Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik X X X X 40 

6 Penyusunan Laporan PKN   X X 20 

7 Penggandaan Laporan PKN   X X 20 

 Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata     150 
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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian  Administrasi 

Administrasi adalah proses kegiatan yang dapat dilakukan dua orang atau 

sekelompok orang secara bersama sama dengan melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan sumber daya yang ada (Poerwanto, 2011 : 11). 

Masalah administrasi erat hubunganya dengan predikat peranan yang sangat 

penting disebuah negara yang sangat maju. Sesuai dengat harkat dan kodrat 

manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat Administrasi adalah 

taat usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan 

dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi dalam pendekatan 

ilmu administrasi. Ada beberapa definisi lain tentang administrasi, yaitu 

(Poerwanto, 2011 : 11): 

1. Administrasi dalam arti sempit 

Administrasi adalah tata usaha atau office work yang pada hakekatnya 

merupakan pengendalian daripada ideas atau informasi data. 

2. Administrasi dalam arti luas 

Dalam arti luas administrasi dibedakan menjadi tiga sudut pandang, yaitu: 

a. Sudut Pandang Proses 

Administrasi merupakan keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan-

kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan, mulai dari 

penentuan tujuan, penyelenggaraan hingga tercapainya tujuan. 

b. Sudut Pandang Fungsi 

Administrasi berarti kegiatan dan tindakan secara sadar dilakukan untuk 

mencapai tujuan dan termasuk penentuan tujuan itu sendiri. 

c. Sudut Pandang Kepranataan (Institution) 

Administrasi yang dimaksud adalah keseluruhan orang-orang dalam satu 

kesatuan menjalankan kegiatan-kegiatan kearah tercapainya tujuan.    
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Pada pelaksanaan administrasi di atas dapat ditarik kesimpulan administrasi 

mempunyai peranan yang penting dalam membantu melayani pelaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan 

menyediakan keterangan bagi pimpinan dan bawahan untuk membuat keputusan 

dan melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran perkembangan 

organisasi secara keseluruhan. 

 

2.1.1 Ciri Pokok Administrasi 

Administrasi suatu perusahaan yang baik akan menciptakan suasana kerja 

yang lebih nyaman serta produktif, dan akan mendorong terciptanya keuangan 

yang lebih tertata bagi suatu perusahaan. Adapun ciri pokok administrasi, antara 

lain (Poerwanto, 2011 : 20): 

a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang; 

b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur; 

c. Kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan; 

d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. 

 

2.1.2 Tujuan Administrasi 

Tujuan Administrasi adalah bagian yang terpenting yang harus ada dalam 

keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan tujuan administrasi, 

antara lain (Poerwanto, 2011 : 20): 

a. Memberikan informasi terperinci mengenai orang, objek, operasional, 

persetujuan untuk melaksanakan berbagai kepentingan peraturan dan 

perjanjian; 

b. Mencatat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan; 

c. Mengatur komunikasi antara organisasi dengan pihak luar; 

d. Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas 

operasional yang terdapat di dalam organisasi; 

e. Menyampaikan perhitungan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan organisasi. 
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2.1.3 Fungsi Administrasi 

Fungsi Administrasi merupakan hal penting dalam administrasi yaitu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Berikut ini merupakan fungsi administrasi, antara lain 

(Poerwanto, 2011 : 21): 

a. Membantu ingatan manusia; 

b. Sebagai alat bukti; 

c. Sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan; 

d. Sebagai alat untuk mengambil keputusan-keputusan; 

e. Sebagai alat control; 

f. Sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan hasil operasi 

perusahaan; 

g. Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar 

perusahaan, undang-undang pemerintah dan perjanjian. 

 

2.1.4 Jenis Administrasi  

Administrasi pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi utama 

yang terdiri dari fungsi organik dan fungsi pelengkap. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut (Sondang P. Siagian, 2001 : 20): 

a. Fungsi Organik merupakan semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh 

administrasi, antara lain: 

1) Perencanaan (Planning); 

2) Pengorganisasian (Organizing); 

3) Pelaksanaan (Actuating); 

4) Pengawasan (Controlling). 

b. Fungsi Pelengkap merupakan semua fungsi yang meskipun tidak mutlak 

dijalankan oleh perusahaan, tetapi apabila dilaksanakan dengan baik akan 

meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, antara lain: 

1) Komunikasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan; 

2) Menyediakan tempat menarik. 
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2.2 Pengertian Pajak 

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil pungutan tersebut 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya 

tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai 

salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi 

mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pengertian “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

Pengertian Pajak juga banyak dikemukakan oleh para ahli Ekonomi di 

Indonesia, salah satunya P. J. A. Adriani (Sondang P. Siagian, 2001 : 76): 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”  

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak 

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

cara perpajakan. Hal ini sudah memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai 

pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak 

kepada mereka. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri yang melekat 

pada pajak, yaitu (Sondang P. Siagian, 2001 : 78): 

1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara; 

2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat 

memaksa; 

3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat di tunjuk; 

4. Digunakan utuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan 

penyelenggaran Pemerintah; 
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5. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak 

adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (pemeratan kesejahteraan). 

 

2.2.1  Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, 

pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan 

umum. Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak 

terlepas dari tujuan Negara. Tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan 

Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah dalam membuat suatu 

keputusan. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, antara lain (Siti Resmi, 2013 : 39): 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, Pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

 

2.2.2 Penggolongan Pajak 

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai macam penggolongan pajak, antara 

lain: 

a. Berdasarkan wewenang pemungutan 

1) Pajak Pusat / Pajak negara 

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya 

ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 

 

 
 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam 

Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), Pajak Negara yang berlaku saat ini yaitu: 

a) Pajak penghasilan; 

b) PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah; 

c) Pajak bumi dan bangunan; 

d) Bea materai. 

2) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Hasil dari Pajak Daerah akan masuk ke 

Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi 

Daerah, terdiri dari 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota. 

a) Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari: 

i. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

ii. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

iii. Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

iv. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air 

Permukaan. 

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

i. Pajak Hotel; 

ii. Pajak Restoran; 

iii. Pajak Hiburan; 

iv. Pajak Reklame;  

v. Pajak Penerangan Jalan; 

vi. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; 

vii. Pajak Parkir. 

b. Berdasarkan administrasi dan pembebanan 

1) Pajak langsung, dapat dibagi menurut 2 (dua) pengertian, antara lain: 
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a) Administrasi, surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala 

(berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun). 

b) Ekonomis, beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak  dapat di 

limpahkan kepada orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian, antara lain: 

a) Admistrasi, tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan di kenakan 

hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang di kenakan pajak. 

b) Ekonomis, beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 

3) Berdasarkan sasaran 

a) Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, 

seperti pajak penghasilan. 

b) Pajak Objektif, pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari 

subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain pajak 

objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi 

objeknya saja. 

 

2.2.3 Pemungutan Pajak 

Masyarakat indonesia diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Berikut ini adalah beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di 

Indonesia, antara lain: 

a. Sistem pemungutan  

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 (tiga) bagian, antara lain (Abdul 

Halim, et. al, 2014 : 07): 

1) Official assessment system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. 

Pemerintah (fiscus) menentukan besarnya terhutang. 
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2) Self assessment system 

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang , 

kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. Menyadari akan kelemahan-kelemahan sistem pemungutan 

pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk 

melaksanakan sistem pemungutan pajak yang lebih sempurna, yang lebih 

efektif dan efisien dan yang mencerminkan pula kegotong-royongan 

nasional. 

3) With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak (WP). 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Ada 3 (tiga) asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, antara lain: 

1) Asas domisili, merupakan tata cara pemungutan pajak yang memperhatikan 

tempat tinggal. Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 

baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.  

2) Asas sumber, merupakan tata cara pemungutan pajak yang memperhatikan 

dari mana sumber pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan, merupakan status kewarganegaraan seorang menentukan 

pembebanan pajak terhadapnya, perlakuan perpajakan antara warga Negara 

Indonesia dan warga negara asing itu berbeda. 

c. Cara pemungutan pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, antara lain: 

1) Stelsel pajak nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu 
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setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata ini adalah pajak yang 

dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini adalah 

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

sesungguhnya telah diketahui). 

2) Stelsel pajak anggapan. 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-Undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel pajak anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel pajak 

anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3) Stelsel pajak campuran 

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak 

nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya 

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka 

Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya 

dapat diminta kembali. 

d. Syarat pemungutan pajak 

Ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak, antara lain: 

1) Syarat Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Pajak Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam Undang-

Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal 

ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 
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mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2) Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Pajak 

Yuridis) 

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang, oleh 

karenanya di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk 

menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara. 

3) Syarat Pemungutan Pajak tidak Menggangu Perekonomian (Syarat Pajak 

Ekonomis) 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah tidak boleh mengganggu 

kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4) Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial) 

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan 

fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana 

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus 

sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi 

oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 

e. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya 

Pengertian pajak dan jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama satu sama 

lain, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dan sumbangan 

seperti berikut: 

1) Retribusi 

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan 

dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung 

dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut di tunjukan semata-

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

 
 

mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah, misalnya 

pembayaran uang kuliah, tiket untuk terminal, dan kartu langganan. 

2) Sumbangan 

Dalam retribusi dapat ditunjukan seseorang yang menikmati kontraprestasi 

dari Pemerintah sedangkan sumbangan seseorang mendapatkan prestasi 

justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikamati 

kontraprestasi. 

 

2.3 Pajak Daerah 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan 

pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah. Daerah yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah 

yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) kemudian 

di bagi menjadi 2 (dua) tingkat, sebagai berikut: 

1. Daerah tingkat I  

Merupakan sekretariat yang di integrasikan dengan sekretariat wilayah Propinsi 

atau Ibukota Negara. 

2. Daerah tingkat II 

Merupakan sekretariat yang di integrasikan dengan sekretariat wilayah 

Kabupaten atau Kota Madya. 

 

2.3.1 Sumber Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat merujuk pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli 

Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan 
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dalam Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Terdapat 2 (dua) jenis Pendapatan di Daerah, antara lain: 

a. Pendapatan asli daerah sendiri 

1) Pajak daerah; 

2) Retribusi daerah; 

3) Perusahaan daerah; 

4) Lain lain usaha daerah yang sah. 

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah 

1) Sumbangan dari pemerintah; 

2) Sumbangan lain yang di atur dengan peraturan perundang- undangan; 

3) Lain lain pendapatan yang sah misalnya pemberian dari pihak ketiga kepada 

Pemerintah Daerah. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 

a. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

b. Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak 

di Kabupaten Jember tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Daerah 

dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, seperti yang di 

bawah ini. Pajak daerah tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai 

atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Daerah. 
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Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonomi, seperti Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk 

Daerah Provinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: 

a. Pajak Provinsi 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

12) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan; 

13) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan Daerah dengan syarat, 

antara lain: 

a) pajak dan bukan retribusi; 

b) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah Daerah Kabupaten atau 

Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah 

serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan; 
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c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; 

d) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Provinsi dan Pajak Pusat; 

e) Potensinya memadai; 

f) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 

g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 

h) Menjaga kelestarian lingkungan. 
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BAB 3 

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Jember 

Perkembangan Daerah Jember bermula sejak Tahun 1859 dimana tanaman 

tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan statblat Nomor 332 

Tahun 1929 secara administratif Daerah Jember berkembang menjadi Daerah 

Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada Tahun 1950 sesuai dengan Stablat 

Nomor 12 Tahun 1950 Kabupaten Jember diubah menjadi Pemerintah Daerah 

(PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II. Sejalan dengan adanya 

perubahan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Tingkat II di Bidang 

Pendapatan Daerah terdapat beberapa unsur penyelenggara Pemerintahan yang 

mengalami perubahan. 

 Perubahan nama terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali, hal ini disesuaikan dengan 

perkembangan yang terjadi pada Daerah Pemerintah Tingkat II Jember. Adapun 

perubahan nama-nama di Bidang Pendapatan  Daerah, antara lain: 

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD); 

2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD); 

3. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA); 

4. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). 

Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat, kedudukan 

Dinas Pendapatan Pajak Daerah masih berada di bawah naungan lembaga yang 

bernama Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD) Kabupaten Jember, pengelolaan 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada di lingkungan itu sendiri 

sehingga penataan kelembagaan tidak dapat berjalan secara optimal atau masih 

terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing dan bertentangan dengan prinsip 

Otonomi Daerah. Terdapat penataan kembali terhadap Sub Direktorat Pendapatan 

Daerah (SDPD) pada Tahun 2000 yang kemudian diubah menjadi Dinas Pendapatan 

Daerah (DIPENDA). Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 
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dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah. Otonomi Daerah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) Kabupaten Jember dipimpin oleh Pejabat Negara dalam hal ini adalah 

Kepala Dinas didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dinas Pendapatan Daerah 

berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan 

asli daerah di bawah tanggungjawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Terdapat perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Jember yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut 

Pemerintah Kabupaten Jember membagi urusan pemerintahan melalui penetapan tipe 

Perangkat Daerah yang di dasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja 

terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah 

penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot 

sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama 

dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diubah menjadi Badan Pendapatan 

daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) bertugas melaksanakan fungsi penunjang 

(technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala 

Daerah dala melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus kelancaran fungsi inti 

(operating core) sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

yaitu: 

Badan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e terdiri dari: 

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi 

penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan 

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah melaksanakan fungsi 

penunjang Keuangan atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 
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3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri 

atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

terdiri atas 1 (satu) dan 4 (empat) bidang. 

Pembentukan peraturan ini diharapkan mewujudkan pembentukan Perangkat 

Daerah di Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip organisasi yang berdasarkan pada 

asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, kata kerja yang 

jelas, serta intensitas urusan dan potensi Kabupaten Jember. 

 

3.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi Secara umum dapat diartikan sebagai pandangan jauh ke depan tentang 

bagaimana instansi tersebut harus dibawa ke masa depan agar tetap konsisten dan 

visi Badan Pendapatan Daerah ini digambarkan dalam proyek 5 (lima) tahun ke 

depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan 

diwujudkan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dari konsep yang dijelaskan 

diatas, maka visi dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah 

menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang 

efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif 

masyarakat. 

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat diartikan sebagai upaya 

yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengarahkan 

sumber daya yang telah tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan yaitu tercapainya peningkatan pendapatan Daerah disetiap tahunnya 

sesuai potensi yang dimiliki. Ada beberapa  misi dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, antara lain: 
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a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah; 

b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib; 

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan 

daerah; 

d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan 

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 

 

3.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatur 

sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan 

tujuan organisasi. Organisasi perlu mengadakan pembagian kerja menyangkut tugas 

untuk memudahkan pelaksanaan pada setiap pekerjaan. Wewenang dan organisasi 

perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas, wewenang, dan 

tanggungjawab dari masing-masing bagian untuk menghindari adanya penyelewengan 

dan kecurangan. 

 

3.3.1 Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana 

struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai 

tujuan. Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk 

piramida dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan (Kepala Dinas) yang 

kemudian diikuti oleh kepala bagian-bagian masing-masing fungsi jabatan. Bentuk 

susunan bentuk organisasi Badan Pendapatan Daerah merupakan bentuk oraganisasi 

yang fungsional yaitu organisasi yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan 

kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, 

pimpinan tiap bidang berhak memerintah semua pelaksana yang ada selama 

menyangkut bidang kerjanya.  
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KASID 

PENGENDALIAN 

DAN PENERTIBAN 

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 

 

3.3.2 Tugas dan Wewenang 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bidang yang ada di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Sekretariat 

Bidang ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu sub bagian umum dan 

kepegawaian, sub bagian perencanaan dan sub bagian keuangan. Masing-masing sub 

bagian ini bertanggungjawab kepada sekretaris. Adapun fungsi dari bagian sekretariat, 

antara lain: 
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1) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasi kegiatan bidang-bidang; 

2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, 

dan inventarisasi; 

4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan 

kearsipan; 

5) Penyiapan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat; 

6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif  kepada kepala dinas dan semua unit 

organisasi dilingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b. Bidang Pendaftaran dan Pelayanan 

Bidang ini mempunyai tugas untuk menyusun program perencanaan teknis 

pendataan dan pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Selain itu, bidang ini  melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun 

materi dan metode penyuluhan tentang pajak retribusi daerah serta pendapatan daerah 

lainnya. Bidang ini terdiri dari dua seksi yaitu seksi pendataan dan seksi penyuluhan 

yang masing-masing seksi mempunyai fungsi antara lain: 

1) Seksi Pendataan 

Seksi ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

a) Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah; 

b) Memeriksa data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan dan melaporkan 

hasilnya; 

c) Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah 

diisi oleh Wajib Pajak; 

d) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak yang belum 

diterima kembali; 

e) Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak; 

f) Menetapkan Nomor Wajib Pajak (NPWP); 
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g) Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan 

penerbitan perijinan; 

h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban. 

2) Seksi Penyuluhan 

adapun fungsi dari seksi ini, antara lain: 

a) Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode 

penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah 

lainnya; 

b) Melaksanakan kegiatan penyuluhan; 

c) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten Jember; 

d) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban. 

c. Bidang Penetapan dan Verifikasi 

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan perhitungan penetapan dan 

verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah. Bidang ini mempunyai dua seksi yang 

masing-masing dipimpin oleh kepala seksi. Seksi penetapan menetapkan perhitungan 

pajak sedangkan seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah 

pajak dan retribusi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangnya. 

1) Fungsi seksi penetapan: 

a) Perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 

b) Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah yang disetujui; 

c) Pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat 

perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan; 

d) Penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya; 

e) Legalisasi benda-benda berharga yang digunakan sebagai sarana pajak dan 

retribusi daerah; 

f) Legalisasi terhadap Obyek Pajak Daerah, penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas sebagai bahan penanggungjawab. 

2) Fungsi seksi verifikasi : 
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a) Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

b) Pemeriksaan lokasi lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

c) Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

d) Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan surat ketetapan pajak dan 

retribusi daerah yang didistribusikan kepada wajib pajak; 

e) Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; 

f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban. 

d. Bidang Penagihan dan Keberatan  

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan 

Keberatan mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, dan SKRD 

2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

3) Pelaksanakan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; 

4) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu 

sebagai berikut: 

e.  Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan 

dan Keberatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan. 
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mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

2) Penyampaian SPPT/ SKPD/ SKRD dan sarana administrasi lainnya yang 

berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

3) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

4) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional Penagihan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

5) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah 

melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo; 

6) Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah 

melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo; 

7) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

8) Pelaksanaan pemprosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.  

f. Seksi Keberatan 

Seksi Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan 

keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keberatan dan 

Pengurangan mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, 

pengurangan dan restitusi; 

2) Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atau 

pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan 
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pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi 

Pajak Daerah; 

3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka 

penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak 

Daerah; 

4) Penelitian dan periksa kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah; 

5) Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi 

dan atau pemindah bukuan; 

6) Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak 

Daerah akibat terjadinya Retribusi; 

7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban. 

g. Bidang Pembukuan dan Pengendalian 

Bidang ini berdiri dari seksi pembukuan, pelaporan, penerimaan dan persediaan, 

serta seksi pengendalian dan penerbitan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala 

seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembukuan 

dan pengendalian. 

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksakan pembukuan serta pelaporan 

mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta 

pengelolaan benda berharga melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi 

terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Selain tugas-tugas di atas bidang ini  

mempunyai tugas dalam penyelesaian masalah pada sektor wisata milik Pemerintah 

Kabupaten, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 

h. Bidang Operasional 

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penagihan 

dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah serta 

pendapatan Daerah Dinas. Bidang operasional mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Pelaksanaan kegiatan dan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka 

mengoptimalkan pendapatan daerah; 
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2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan 

penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak. 

Sedangkan bagian bidang operasional terdiri dari: 

1) Seksi operasional bagi hasil pajak; 

2) Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah. 

Seksi yang disebutkan di atas masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang operasional. Seksi 

operasional bagi hasil pajak, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan bukan pajak serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut seksi operasional bagi hasil pajak mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta penghimpun pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan; 

2) Pelaksanaan  koordinasi  pencairan  bagi   hasil  pajak/bukan  pajak  dari 

Pemerintah Pusat; 

3) Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas 

menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi daerah 

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang operasional. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah 

mempunyai fungsi, antara lain; 

4) Penyiapan, mendistribusikan surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; 

5) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifikasikan operasional penagihan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

6) Pelayanan permohonan keberatan/keringanan atas materi penetapan pajak dan 

retribusi daerah. 

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknik operasional dinas 

dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah 
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kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa wilayah kecamatan melaksanakan tugas 

pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas UPT mempunyai fungsi, antara lain: 

1) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas 

Pendapatan; 

2) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan; 

3) Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana; 

4) Peningkatan pendapatan asli daerah dan melaporkan secara rutin hasil 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

5) Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah 

melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah. 

 

3.3.3   Kepegawaian Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember 

Badan Pendapatan Kabupaten Jember memiliki pegawai sebanyak 166 

(termasuk UPTD dan Kecamatan) antara lain sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 

No Unit Organisasi dan Nama Jabatan Jumlah Pegawai 

1 Kepala Bapenda Kabupaten Jember 1 

2 Sekretariat 6 

3 Bid. Pendaftaran dan Pelayanan 25 

4 Bid. Penetapan & Verifikasi 9 

5 Bid. Operasional 18 

6 Bid. Pembukuan & Pengendalian 12 

7 UPTD Pengelola Gedung Pertemuan dan Saran Olah Raga 3 

8 Dipenda Kecamatan 69 

9 UPT. Wisata Pemandian & Hotel Kebon Agung 6 

10 UPT. Wisata Pemandian & Hotel Rembangan 1 

11 UPT. Wisata Pemandian Patemon Tanggul 6 

12 UPT. Wisata Pantai Watu Ulo 10 

Total Jumlah Pegawai 166 
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3.2 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

adalah pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang mencakup: 

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel; 

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; 

3. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering; 

4. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran; 

5. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, 

alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum; 

6. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan 

adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya 

dibayar oleh Pemerintah Kabupaten; 

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air 

tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara 

alamiah di atas permukaan tanah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember pada bidang 1 yaitu 

Pendataan dan Verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kegiatan tersebut meliputi:  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan 

prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) yang di berlakukan untuk wajib pajak meliputi: 

1. Pendaftaran objek dan subjek pajak 

2. Pendataan objek dan subjek pajak 

3. Penilaian Tanah dan Bangunan 

4. Penentuan nilai jual objek pajak 

5. Nilai jual objek pajak dan nilai pasar 

6. Perekaman data dan validasi 

7. Penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang PBB 

Kegiatan yang dilakukan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 

meliputi :  

1. Kegiatan meng-input data verifikasi PBB dapat memperoleh 

gambaran tentang pelaksanaan verifikasi PBB, serta mengetahui 

sistem kerja bidang Pendataan dan Verifikasi. 

2. Kegiatan verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Nilai hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 7. Permohonan Surat Keterangan NJOP 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,2017 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Lampiran 8. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan  

Bumi Berupa Tanah Perkotaan Tahun 2017 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 9. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi 

Berupa Tanah Pedesaan Tahun 2017 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabuparen Jember, 2017 
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Lampiran 10. Daftar Biaya komponen Bangunan Tahun 2017 
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Lampiran 11. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Tahun 2017 
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Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2017 
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Lampiran 13. Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) 2017 

 

 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 
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Lampiran 14. Kartu Konsultasi 
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